KEPALA DESA

PERATURAN DESA KESAMBIRAMPAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

Memimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

. bahwa mengacu pada pasal 120 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
terakir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan RPJM Desa
danfatau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam
musyawarah perencansan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DESA
KESAMBIRAMPAK tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2020,

Undang-undang Nomor 12 Tehun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propenst JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-UndangMomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan  Nasional (Lembar Negara Tahun 2000
Nomar 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan MNasional {Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5455);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomar 5587) sebagnimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan ([Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan  Lembaran  MNegara  Republik Indonesia
TahunNomor 2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2019 Noemor 41);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5558)
sebapaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019
[COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 11 Tahun
2020 Tentang tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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16.

17,

21.

22,

23.

24,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesin Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyvawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 81 Tahun 2015

tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desn [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
Bl;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturean Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertingsal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 300;

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,

26,

27.

28.

29.

30.

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyvawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 15335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahum 2017
tentang Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1221);
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al.

32

33.

34.

335.

36.

a7.

38.

a9.

41.

42,

43,

a4,

Peraturan Menteri Dalam MNegerd Nomor 20 Tahun 2018
tentang  Pedomnn Pengelolann Keuangnn Desa  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negaran Repiblik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
{Fcritn Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
261);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman vang Membahavakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
MNomor 377) ;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
H0/PME.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Mentern Keuangan Nomor 205/PME.O7/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 384) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun
2006  tentang Badan Permusvawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
Peraturan Daerah Knbupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD] Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 -
2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun
2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerash Tahun 2016-2021 [Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 Nomeor B},

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum  Penyelenggaraan Program  Solusi

Kemiskinan (Poverty Seolution Program/PSP) di Kabupaten
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

2012 Nomor 21);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPUM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa);
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435,

46,

47.

48,

49,

a0.

ol.

53.

94,

55.

57.

Peraturan Bupati Nemor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjulk
Teknis  Penyelenggaraan  Musyawarnh  Perencanaan
Pembangunan Desa Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017
Nomor 209,

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2017 Nomor 37);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor @ Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9§;

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan  Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang
Pengelolann Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Takun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Situbendo Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20020,

. Peraturan Bupati Situbondo Nomer 38 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daecrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 39);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 357
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
Peraturan Bupati Situbondo Nemor 41 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63
Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

20019 Nomor 41);

. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2019 tentang

Perubahan Alas Peraturan Bupati Situbondo Nemor 65
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran
dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan DESA KESAMBIRAMPAK Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2015 - 2020;

. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 04 Tahun 2019

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020; dan

_Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 05 Tahun 2018

tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa.
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G, Peraturnn  Desn Kesambirnmpnk Nomor 5 Tahun 2009

tentang Anggamn Pendoapatan don Belanjn Desa (APB Desa)
Toahun Anpgarn 2020,

Dengnn Kesepakatan Beranmn

DADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBIRAMPAK

Menetapkan

dum
KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

MEMUTUSHKAN:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 20210

BAB I
KETENTUAN UMLUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini vang dimaksud ¢

1.
2.

11.

12,

13,

Desa adalah DESA KESAMBIRAMPAK.

Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan  kepentingan masynrakal setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia .

Pemerintah Dhesn adalah pemerintah DESA
KESAMBIRAMPAK.

Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga vang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah dan
ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Dasrah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan RKakyat Daerah VAnNg
menyvelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah  Daeranh  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Situbondo,

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Kecamatan adalah  Wilayah Kega Camat schagai
Perangkat Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yvang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala scsuatu
herupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanann hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa vang berasal dari
kekayann asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang sah.
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14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk  sebesar-besamva
kessjahteraan masyarakat Desa,

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yvang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan schagai
tempat  permukiman  perdesaan, pelavanan  jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pemberdayaan Masvarakat Desa adalah  upaya
mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahtersan
masyvarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui  penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesual dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Musyvawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musvawarah antara Badan Permusvawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menvepakati hal vang bersifat strategis.
Musyvawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan
selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum
mugyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatil oleh parn pemangku kepentingan desa dan
kelurnhan (pihak berkepentingan untuk mengatasi
permasalahan dan pihak vang akan terkena dampak
hasil musvawarah).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kera
Pemerintah Daernh Kabupaten di Kecamatan vang
selanjutnva disingkat Musrenbang REKPD Kabupaten di
Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders
Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan
prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan
lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar
penvusunan Rencana Kerja Satuan Rerja Perangkat
Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat (RPJM Desa] adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
[enam) tahun yvang memuat visi dan misi Kepala Desa,
rencana penyelenggaraan pemerintahan Deza,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasvarakatan, pemberdayaan masyarakatl dan arah
kebijakan pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKF Desa merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun vang memuat
rencana  penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyvarakat Desa.
Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang
menggambarkan situasi vang ada di Desa, baik mengenai
sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lninnya, serta dengan mempertimbangkan,
antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap
anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
misgkin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
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23.

24.

25.

20,

27

29,

30.

(1]

(2)

lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna
dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian,
serta kearifan lokal,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya  disingkat APBDesa adalah rencana
keunngan tahunan Pemerintahan Desa, vang dibahas
dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, vang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana vang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara vang diperuntukkan bagi
Desa yvang ditransfer melalui anpegaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pembendayaan masvarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten /kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Profil Desa adalah pambaran menyeluruh mengenai
karakter desa vang meliputi data dasar keluarga, potensi
sumber dava alam, sumberdayva manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan
dan permasalahan vang dihadapi di desa.

Visi adalah CGambaran tentang Kondisi ldeal Desa yvang
diinginkan.

Misi adalah pemyataan tentang sesuatu yvang harus
dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektil
dan efisien.

Rekening Kas Desa Selanjumnya disebut BKD adalah
rekening tempat penvimpanan uang Pemerintahan Desa
vang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk
membayar scluruh pengeluamn Desa pada bank umum
vang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa vang selanjutnyva
disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tdak mampu di Desa yang
bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun
dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman
perencanaan dalam menghadapi pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan pembangunan Desa serta
schbagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa;

Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun
dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman
dalam dalam  pelaksanan dan penyelenggaraan
pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (AFB Desa) tahun anggaran 2020.
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BAB [l
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 3
(3) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB | ! PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hulouemn
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
1.5, Sistematika

BAB Il : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN
DESA
2.1. Visi - Misi Kepala Desa
2, Gambaran Umum Sosial Budaya
A, Gambaran Umum Kemiskinan
4. Gambaran Umum Ekonomi
a3, Gambaran Umum Insfrastrokior

MUSAN PRIORITAS MASALAH

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

pada RKP Desa Tahun sebelumnya

3.2. Identifikasi  masalah  berdasarkan
RPJM Desa.

3.3, ldentifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, krisis politk, krsis
ekonomi  dan atau kerusahan sosial
vang berkepanjangan

3.4, ldentifikasi Mazalah berdasarkan

Prioritas  Kebijakan  Pembangunan

Daerah

BABINl : R
3

=g

BABIV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA;
4.1. Prioritas  Program dan  Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun

Anggaran 2020

4.2, Berdasarkan Kewenangan Hak asal
usul:

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa

4.4, Prioritas  Program dan  Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
20xx

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB Y : PENUTUP
LAMPIRAN
1. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen
Musyawarah Desa Khusus

2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusun RKP Desa

3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan
Fembangunan Kabupaten yang masuk
ke Desa
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4, Daftar Hasil Pencermatan Pagu Indikatif

Desa

Matrik Rancangan Perubahan EEKP Desa

Tahun 2020

Matrik Dafltar Usulan EKP Desa Tahun

20020

Gambar Eencana Prasarana

Rencana Angearan Binva

Pemeriksaan Dokumen Proposal dan

RAB

10. Benita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen
Penyusunan Rancangan Perubahan
REP Desa Tahun 2020

11. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen
Hasil Musrenbangdes Perubahan RKP
Desa Tahun 2020

12, Reputusan Badan Permusyawaratan
Desa (BPIY  tentang Kesepakatan
Rancangan Perdes tentang Perubahan
RKP Desa

13. Peta Desa

14. Dokumentasi Foto Kegiatan

ewa @ o

(4) Penjabaran sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2020
sehagaimana dimaksud pades ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian vang tak
terpisahkan dar Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Perubahan REP Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan masyvarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun 2020,

Pasal 5
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara ftransparan, partisipatifl dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanann Anggaran (DPA), serta dipertanggungiawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

Perubahan REP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan. atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Pnzal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam

Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
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FYALS 11T
RETENTUAN PENUTURP

Paanl 7
(1] Berdasarkan Peraturan  Desa ind selanjutnva disusun
Anggaran  pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Angeparnn 2020,
(2] Hal-bal yang belum diatur dalom Peraturan Desa ind,
sepanjang mengenni teknis pelaksananannya dintur lebib
lanjut oleh Kepala Desa,

Pasal 8
Peraturan Deaa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa.

Ditetaphkaf. . - Kesambirampak
Pada tangeal : 05 Mei 2020
KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK.
[ig I 1. HEEL: |G

_ LEGIONO

Diundangkan di DESA KESAMBIRAMPAK
Pada tangeal : 05 Mei 2020
ARIS DESA KESAMBIRAMPAK

LEMBARAN DESA KESAMBIRAMPAK TAHUN 2020 NOMOR 1

L T A Ty e W —
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BERITA ACARA
NOMOR : 09 /BA/431.505.9.3/2020
NOMOR : 04 /BA/431.505.8.3/2020

FERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BFD
DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KESAMBIRAMPAK
KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG

FERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KHUSUS(PRKPDes)

TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami
Yang bertanda tangan dibawah inj -

1. LEGIONO : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk
dan alas nama Pemerintah Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan
Kabupaten Situbondo selanjutnva disebut

schagai FIHAK PERTAMA.
4. ABDUS SAMAD + Ketua BPD Desa Kesambirampak
5. SULHAEDI] : Wakil Ketua BPD Desa Kesambirampak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Badan  Permusvawaratan Desa

Kesambirampak, selanjutnya disebut PTHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PFIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui  Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Desa [ RKPDes |} Tahun Anggaran 2020 yvang telah
diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan

sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara

ini.

2, PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan bailk Penyesuaian Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa \REPDes) Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara

ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan

koreksi atas RKPDes Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesusian
dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada

Caeraly: desgan CamSoerrs
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Berita Acara ini selambat - lambatnya sebelum 3 | tiga | hari leerja
setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Kesambirampak , [ § (Y N

WAKIL KETUA BPD

SULHAEDI
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Deasa)
pESA ERHEANE rAUN 2020
Pada han :RIi‘E:A“ tingggnl LL'IMF bulan ..M . tahun Dua
Ribu A P %ertempat di Balai Desa FOUSMaak  Kocamatan  TAPS9AR

Rabupaten  Situbondo  telah  dilaksanakan  Musvawarah  Perencananan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 203 dengan dihadiri oleh unsur-
unsur masvarnkat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam ranghka membahas

Draft Rancangan Perubahan Rencana Kerjn Pemerintah Desa [RKP Desa)

Desa ﬁ?""‘a % ., Kecamatan F“F’“ﬂ“‘". Kabupaten Sltubondo Tahun
2020.

Adapun waktu, wjuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sehagai berikut:

A. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa [Musrenbang Desa) Tahun

2020 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2020 dilaksanakan dengan proses

dan tahapan schagai berikut :

I. Musvawarah Desa, dilaksanakan selama 1 {satu) hart yaitu pada
Han /tangal ;_-ﬂa.'l-'-. Tanggal . Muars Bulan . M42% s Tahun
2020 dengan tujuan merencanakan Prioritas Usulan yang akan
dimasukkan dalam Draf Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2020

2. Penyusunan Draf Rancangan RKP Desa, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
vaitu pada hari b sampai dengan hari . hat  Bulan 2020
dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2020, analisa
keadaan darurat/kerawanan, peEnyusunan TANCANELn FEncana
program /kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2020 serta
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun

2020
3. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari ﬁ""“""‘# tangeal ﬂ'-*f"" bulan
.......... Tahun 2020
B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan

menyepakati Draft Rancangan Perubahan RKP Desa F"‘“""G"""""E","Thhun
2020,

C. Feseria

I. Pesertn Musyawnrnh Desa Perencanaan terdini atns;
#, Pemerintah Desa:
b, BPD; dan
€. unsur masyarnkat,

2. Unsur masynrakat aehagnimann dimaksod o} i T
i At terdind nns:

tokah spamng

tokoh masyarnkat:

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompak tani;

rancH

Cagpraly wﬁ“k“*



. perwakilan kelompok nelayan;

E. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
j.  perwakilan kelompok masyarakat miskin.

D. Hasll
Hasil Musrenbang Desa adalah _Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Ketja Pemerintah Desa ¥ Tahun 2020 yang selanjutnya akan

diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Daftar Perwakilan Peserta Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 20xx
Nama Alamat Tanda Tangan
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN KAPONGAN

DESA KESAMBIRAMPAK

Jin Raya Banyuwangi No. 355 Telp. (0338) 678458 KESAMBIRAMPAK 68362
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